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A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan disimpulkan bahwa
penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan Sungai Juwana
Kabupaten Pati memiliki status tanah yaitu tanah negara dan tanah hak
milik. Pemilik rumah tinggal yang memiliki rumah tinggal dengan status
tanah negara mempunyai dasar penguasaan tanah berupa Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). Untuk rumah tinggal yang memiliki status tanah hak
milik merupakan kesalahan pejabat masa lalu. Terdapat dua cara yang
digunakan oleh pemilik rumah tinggal dalam menguasai tanah di sempadan
Sungai Juwana Kabupaten Pati yaitu dengan jual-beli dan pewarisan.
Penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan Sungai Juwana tidak
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.
Kawasan sempadan Sungai Juwana merupakan kawasan perlindungan
setempat yang berfungsi untuk melestarikan fungsi sungai, sedangkan
kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, sehingga tidak diperbolehkan untuk membangun rumah
tinggal di sempadan sungai. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Pati terhadap penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan Sungai
Juwana yaitu melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai

Pemali Juana, terdapat tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yaitu
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tim penertiban dan tim pembinaan untuk permukiman kumuh, dan membuat
Rumah Susun Hak Sewa (rusunawa) untuk upaya pencegahan dan

peningkatan kualitas permukiman kumuh.

. Saran

Pemerintah Kabupaten Pati sebaiknya memberikan sosialisasi kepada
masyarakat yang tinggal di sempadan Sungai Juwana mengenai Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 agar masyarakat memahami
aturan — aturan yang terkait dengan fungsi dan tujuan dari sempadan sungai
serta perlu memperhatikan masyarakat yang memiliki ekonomi kurang
mampu untuk memperoleh rumah tinggal yang layak. Untuk masyarakat
hendaknya memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian sungai dengan
melaksanakan peraturan perlindungan fungsi ruang dan masyarakat perlu
memiliki kesadaran akan rumah tinggal yang layak huni dan aman dari

bencana.
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Lampiran 1. Peta Desa Bumirejo



Lampiran 2. Wawancara dengan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Pati



Lampiran 3. Wawancara dengan Kepala Seksi Bina Manfaat Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pati



Lampiran 4. Wawancara dengan Kepala Desa Bumirejo Kecamatan Juwana



Lampiran 5. Gambaran keadaan di sempadan Sungai Juwana di Desa Bumirejo

Gambar 1. Rumah warga yang tidak bisa di tertibkan pada saat normalisasi sungai karena
memiliki sertipikat tanah

Gambar 2. Sempadan Sungai Juwana di RT 3 Desa Bumirejo yang dijadikan tempat sandar
kapal
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Garr;bar 3. Galangan kapa/ atau tempat membuat kapal pada sempadan Sungai Juwana di
RT 1 Desa Bumirejo

Gambar 4. Permukiman warga RT 4 Desa Bumirejo yang terletak di pinggir Sungai Juwana



Gambar 5. Jarak antara garis sempadan sungai dengan pekarangan responden



